
| BUKU I |

GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GURERNUR LAMPUNG

NOMOR 22 TARUN 2021

PERURAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BAN BELANJA OAERAH

PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Bina
Keuangan Daerah Nomor: 440/2757/Keuda tanggal 19 April
2021 hal Pemetaan (Mapping) dan Pemuktakhiran terkait
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
HK.01.07/ Menkes/4241/2021 dan Surat Direktur Jenderal
Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor: 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 hal
Hasil Inventaris dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah terkait penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non
Fisik untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKD dan FPM dan DID,

perlu meninjau kembali Peraturan Gubemur Lampung Nomor
70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Lampung
tentang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
.Anggaran 2021.

Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2688);



.
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara *

Republik Indonesia Nomor 4286); l
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Keija, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 525);



19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 Dan Dampaknya, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Operasional dan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Non Fisik, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 116);

25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Khusus Non
Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
403);

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021,

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020, Tambahan Lembar

Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);
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30. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2021, (Berita

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 41;

31. Surat Direktur Bina Kcuangan Daerah Nomor: 440/2757/Keuda
tanggal 19 April 2021 tentang Hasil Pemetaan (Mapping) dan

Pemuktakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:

HK.01.07/ Menkes/424 1 /202 1;

32. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian

Dalam Negen Republik Indonesia Nomor: 906/923/Keuda
tanggal 5 Februari 2021 tentang Hasil Inventaris dan Pemetaan

(Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DBH-

CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk kegiatan PK2UKM,

B2LPS, BOKD dan FPM dan DID.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Lampung Nomor 70
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 5)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai

dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan

milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah

tersebut;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Perda;
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3. Penerimaan Daerah adalah uangyang masuk ke kas Daerah;
4. Pengeluaran Daerah adalah uangyang keluar dari kas Daerah;
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penamhah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi;

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah;

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumn yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
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16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi, Bupati bagi Dacrah

kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota;

17. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

18. Satuan Kcrja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah

adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar

Rp7.593.705.281.643,14 berkurang sebesar (Rp63.977.755.000,00) sehingga menjadi

Rp7.529.727.526.643,1 4 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp7.593.705.281.643,14
b. Berkurang (Rp 63.977.755.000,00)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp7.529.727.526.643,14

2. Belanja Daerah yang semula sebesar Rp7.480.925.281.643,14 berkurang sebesar
(Rp63.771.527.727,00) sehingga menjadi Rp7.417.153.753.916,14 yang terdiri
atas:
(1) Belanja Operasi

a. Semula Rp5.281.917.481.778,46
b. Berkurang (Rp 51.175.946,00)
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp5.281.866.305.832,46

(2) Belanja Modal
a. Semula Rp 828.811.711.485,00
b. Bertambah Rp 26.718.761.407,75
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 855.530.472.892,75

(3) Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp 30.000.000.000,00
b. Berkurang Rp 0,00
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan Rp 30.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer
a. Semula Rpl.340.196.088.379,68
b. Berkurang Rp (90.439.113.188,75)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rpl .249.756.975.190,93



3. Pembiayaan Daerah
a. Penenmaan Pembiayaan

1) Scmula
2) Bertambah/fberkurang)

Jumlah Penenmaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 58.996.227,273,00
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Rp 58 790.000 000,00
Rp 206.227.273,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp 171.570.000.000,00
Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Rp 171.570.000.000,00
(Rp 112.573.772.727,00)
Rp 0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, danPembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD danRancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.



Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 18-06- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

~—'M—-
ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 18 - 06 - 2021

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR ...
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